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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka
pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang  Organisasi
Perangkat Daerah, seiring
dengan perkembangan situasi
dan kondisi kelembagaan
pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten
Indramayu saat ini, maka
ketentuan yang ada perlu
disesuaikan;



Mengingat

1.

2

bahwa dalam rangka
pelaksanaan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka
kelembagaan Dinas Penda-
patan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Indramayu yang tertuang
dalam  Peraturan  Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor
8 Tahun 2008 tentang Dinas
Daerah Kabupaten Indra-
mayu perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertim-
bangan sebagaimana dimak-
sud pada huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu tentang Peruba-
han Atas Peraturan
Daerah  Kabupaten Indra-
mayu Nomor 8 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah
Kabupaten Indramayu.

Undang-undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingku-
ngan Provinsi Jawa Barat
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(Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah
Undang-undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingku-
ngan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lemba-
ran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169);
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Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lem-
baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang - undang
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Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lem-
baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor



10.

11.
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82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerin-
tahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

12.

13.

14.

15.
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Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan
Daerah di Kabupaten
Indramayu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu Tahun
2007 Nomor 4 Seri A.2);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 6 Tahun
2008 Tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten
Indramayu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor
6 Tahun 2008 Seri : D.2);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 8 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah
Kabupaten Indramayu
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2008
Nomor 8 Seri : D.4);

Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2008
Nomor 14 Seri : D.8);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten

Indramayu Nomor 18 Tahun MEMUTUSKAN :

i&{o te:tt::g Bl?:n;fr(’legzg Menetapkan : PERATURAN DAERAH

Bangunan (Lembaran Daerah TENTANG PERUBAHAN ~ATAS

Kabupaten Indramayu Tahun PERATURAN DALERAF

2010 Nomor 18 Seri : E.2); KABUPATEN INDRAMAYU

’ NOMOR 8 TAHUN 2008

17. Peraturan Daerah Kabupaten TENTANG DINAS DAERAH

Indramayu Nomor 5 Tahun KABUPATEN INDRAMAYU

2012 tentang Tata Cara

Pembentukan Produk Hukum Pasal I

Daerah Kabupaten Indra-

mayu (Lembaran Daerah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Indramayu Tahun Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008
2012 Nomor 5); tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu
18. Peraturan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8
Indramayu Nomor 1 Tahun Tahun 2008 Seri : D.4) diubah sebagai berikut :
2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan ) )
Perkotaan (Lembaran Daerah 1. Ketentuan  Pasal 1  diubah, sehingga
Kabupaten Indramayu Tahun selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
2013 Nomor 1).
Pasal 1
Dengan Persetujuan Bersama Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
Perangkat Daerah sebagai unsur
dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

2. Bupati adalah Bupati Indramayu;
BUPATI INDRAMAYU



